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Motto dan Persembahan

“Kecantikan yang Abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu
seseorang, Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya.”

(Buya Hamka)

“Work hard in silence, let success be your noise”

TESIS IN1 KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

1. Papa dan Mama yang tercinta

2. Saudara-saudaraku yang tersayang
3. Keluarga besarku

4. Sahabat-sahabatku

5. Almamater yang kubanggakan
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ABSTRAK

Pelecehan seksual secara verbal (catcalling) merupakan suatu pelecehan seksual di ruang
publik yang berupa siulan, menggoda dengan melontarkan kata bersifat seksual, atau berkomentar
terhadap bentuk tubuh wanita yang tidak dikenalinya dengan mengarah pada orientasi seksual dan
rangsangan seksual secara visual. Perbuatan ini dilakukan secara spontan di tempat umum dan di
kategorikan sebagai gangguan di jalan (street harassment). Setiap manusia dari lahir memiliki hak
asasi, salah satunya hak untuk hidup yang aman dan tentram, dan setiap manusia harus menghormati
dan melindungi hak tersebut, dengan demikian perbuatan catcalling ini melanggar hak dan harus
dihilangkan. catcalling ini jika terus berlanjut, bisa berdampak terhadap psikis wanita, yakni trauma
atau takut. oleh karena itu, dibutuhkannya penekanan untuk menghentikan dan menjerat pelaku
perbuatan catcalling dengan memberikan pemahaman tentang aturan hukum catcalling kepada publik,
Namun untuk saat ini perbuatan catcalling masih belum bisa dijerat selama perbuatan tersebut tidak
sampai kepada kekerasan fisik. Sejauh ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus
mengatur perbuatan ini, oleh karena itu perlunya pembaharuan terhadap perundang-undangan di
Indonesia . Catcalling di Indonesia dikategorikan kedalam salah satu tindak pidana dan bertentangan
dengan hukum dan kesusilaan. Penyelesaian catcalling sementara ini dapat menggunakan
penggabungan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 281 KUHP, Pasal 289 KUHP, Pasal 9, dan Pasal 35 Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Kata kunci : Pelecehan Seksual, Wanita, Catcalling, Hukum pengaturan
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ABSTRACK

Verbal sexual harassment (catcalling) is a form of sexual harassment in a public space in the
form of whistling, flirting by saying sexual words, or commenting on a woman's body shape that she
does not recognize by referring to sexual orientation and visual sexual stimulation. This act is carried
out spontaneously in a public place and is categorized as a street harassment. Every human being
from birth has human rights, one of which is the right to live a safe and secure life, and every human
being must respect and protect these rights, therefore, this catcalling act violates rights and must be
eliminated. This catcalling, if it continues, can have an impact on a woman's psyche, namely trauma
or fear. Therefore, there is need a pressure to stop and enshare the perpetrators of catcalling by
providing an understanding of the law of catcalling to the public. However, for now, catcalling acts
cannot be ensnared as long as the act does not reach physical abuse. So far there has been no
statutory regulation specifically regulating this action, therefore there is a need for renewal of
legislation in Indonesia. Catcalling in Indonesia is categorized as a criminal act and is against the law
and morality. Meanwhile, catcalling solution can use the incorporation of Legislations, law Number
39 of 1999 concerning Human Rights, the law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law
Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, Article 281 of the Criminal
Code, Article 289 of the Criminal Code, Article 9, and Article 35 of Law Number 44 Year 2008
concerning Pornography.

Keywords : Sexual Harassment, Women, Catcalling, Legal arrangements
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan
terhadap ancaman ketakutan, hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM).
Hak untuk memperoleh rasa aman ini dijamin oleh Konstitusi Republik
Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang HAM, Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (DUHAM), dan kebijakan-kebijakan lainnya. Meski telah
memiliki sejumlah kebijakan yang menjamin rasa aman, namun hal tersebut
tidak dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tempat umum seperti
sarana transportasi publik, sarana olahraga, supermarket, bahkan tempat yang
seharusnya memberikan rasa aman seperti sekolah, tempat kerja dan tempat
ibadah, sering menjadi tempat dimana ketidakamanan dapat dirasakan.

Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak aman ini, seperti yang di
sebutkan diatas, dikategorikan sebagai street harassment. Street harassment,
adalah perbuatan yang sering diidentifikasikan sebagai suatu pelecehan
seksual di tempat umum yang sebagian besar korbannya adalah perempuan,

namun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban.



Bentuk pelecehan dewasa ini semakin meningkat. Pelecehan yang
terjadi tidak hanya didapati di ruang tertutup saja, melainkan sekarang banyak
tindakan pelecehan yang dialami kaum hawa dilakukan di ruang public atau
terbukal. salah satunya yang paling sering ditemui adalah perbuatan
catcalling?.

Secara harfiah Catcall diartikan sebagai siulan, tetapi pada
kenyataannya catcalling terjadi dalam bentuk verbal atau ucapan. Catcalling
sendiri yang sampai saat ini belum ada padanan katanya di Indonesia, atau
yang paling mendekati adalah pelecehan verbal adalah suatu perbuatan seperti
melontarkan kata bersifat porno atau seksual maupun perilaku genit atau
centil® kepada orang lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Pada
umumnya hal ini dapat dikenali melalui perbuatan bersiul, berteriak, atau
memberi komentar seksual kepada orang yang lewat di ruang public. Para
korban disini tidak mendapat rasa hormat dari pelaku, pelaku melakukan ini
guna mendapatkan kekuatan dan control psikologis serta emosional dari

korban.*

!Najmin Khairani, Teruntuk perempuan yang terkena catcalling, di akses
https://www.suara.com/yoursay/2019/12/27/164702/teruntuk-perempuan-yang-terkena-cat-
calling, pada tanggal 8 Agustus, Pukul 16.55

2lJda Ayu Putu, Mengapa Catcalling Sering Terjadi di Indonesia?, diakses
https://ultimagz.com/lifestyle/mengapa-catcalling-sering-terjadi-di-indonesia/, pada tanggal 8
Agustus, Pukul 17.00

% Yayan Sakti Suryandaru, "Pelecehan Seksual Melalui Media Massa", Jurnal
Masyarakat dan Kebudayaan Politik Universitas Airlangga, VVol. 20 No. 4, 2007, him. 3

*Ibid, him. 14


https://www.suara.com/yoursay/2019/12/27/164702/teruntuk-perempuan-yang-terkena-cat-calling
https://www.suara.com/yoursay/2019/12/27/164702/teruntuk-perempuan-yang-terkena-cat-calling
https://ultimagz.com/lifestyle/mengapa-catcalling-sering-terjadi-di-indonesia/

Catcalling merupakan suatu pelecehan seksual di ruang public berupa
siulan, menggoda dengan “panggilan manja” atau berkomentar terhadap
bentuk tubuh wanita yang yang tidak dikenal dan mengarah pada orientasi
seksual dan rangsangan seksual secara visual. Panggilan manja catcalling
seperti “cantik”, “sayang”, “seksi”, “sendirian ya? Mau ditemenin ?” dan
sejenisnya.®

Penegakan hak asasi manusia yang tidak tegas menyebabkan mudah
munculnya perbuatan pidana di masyarakat. Kekosongan norma yang
mengatur perbuatan yang sejatinya melanggar hukum menyebabkan mudah
terjadinya perbuatan tersebut di masyarakat. Salah satu akibat dari
kekosongan norma hukum adalah catcalling®.

Catcalling sebagai salah satu tindakan atau perbuatan yang
bertentangan dengan kesusilaan seringkali tidak terperhatikan, hal ini
dikarenakan tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan secara spontan.
Banyak kalangan masyarakat di Indonesia yang tidak menyadari bahwa

dirinya adalah korban atau bahkan pelaku perbuatan catcalling. Hal ini

dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap masyarakat tentang catcalling

SEwinda Adlina Hashifa, "Catcalling”" sebagai Bentuk Pelecehan Seksual yang
Tidak Disadari, diakses
https://mww.kompasiana.com/amp/ewindaah/5df8db09d541df609a712b82/catcalling-sebagai-
bentuk-pelecehan-seksual-yang-tidak-disadari,Pada Tanggal 19 September 2020, Pukul 21.00

®Intan Dian Syaputra, Tindak Kejahatan Catcalling di Indonesia, bagaimana Hukum
mengatur?, diakses
https://mww.kompasiana.com/intansyaputra/5¢c484a8b12ae942h765a5488/tindak-kejahatan-
catcalling-di-indonesia-bagaimana-hukum-mengatur?page=all, pada tanggal 8 Agustus, Pukul
17.30


https://www.kompasiana.com/amp/ewindaah/5df8db09d541df609a712b82/catcalling-sebagai-bentuk-pelecehan-seksual-yang-tidak-disadari,Pada
https://www.kompasiana.com/amp/ewindaah/5df8db09d541df609a712b82/catcalling-sebagai-bentuk-pelecehan-seksual-yang-tidak-disadari,Pada
https://www.kompasiana.com/intansyaputra/5c484a8b12ae942b765a5488/tindak-kejahatan-catcalling-di-indonesia-bagaimana-hukum-mengatur?page=all
https://www.kompasiana.com/intansyaputra/5c484a8b12ae942b765a5488/tindak-kejahatan-catcalling-di-indonesia-bagaimana-hukum-mengatur?page=all

itu sendiri.” Satu hal terpenting yang membedakan suatu hal itu termasuk
pelecehan atau bukan adalah soal consent atau persetujuan.

Catcalling diartikan oleh sebagian orang adalah suatu perbuatan yang
lumrah dan merupakan hal yang wajar dilakukan, bahkan faktanya banyak
yang menganggap catcalling sebagai suatu pujian atau candaan yang
disampaikan seseorang di tempat-tempat umumé®. Akan tetapi, nyatanya
tindakan atau perbuatan tersebut termasuk salah satu bentuk pelecehan di
jalan (street harassement) dan tindakan pelecehan seksual secara verbal atau
termasuk kategori pelecehan seksual nonfisik yang terjadi kepada seseorang
tanpa kesukarelaan orang tersebut.®

Livia Jayanti Putrid dan | Ketut Suardita, mengatakan bahwa
catcalling dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana karena telah
memenuhi unsur-unsur tindak pidana. menurut Prof Simons, yang antara lain
adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dapat diancam pidana,
melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan orang yang melakukan

mampu bertanggung jawab.*°

"Tauratiya, “Perbuatan catcalling dalam perspektif hukum positif’, EKSPOSE:
Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan , Vol. 19, No. 1, Juni 2020, him.1020.

8 Fabiola Febrinastri, Inilah Catcalling Musuh Semua Perempuan, diakses
https://yoursay.suara.com/lifestyle/2019/01/23/153000/inilah-catcalling-musuh-semua-
perempuan?page=all, Pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul 17.30

° Sri Indah Kinasih, “Penegakan HAM dan Perlindungan terhadap Korban
Pelecehan Seksual”. Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, Vol. 20, No. 4, 2007. him.
307.

©putri, L.J & Suardita, 1.K. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling Di
Indonesia” Jurnal Kertha Wicara, Vol 8 No 2, 2019. Hal 5-6.


https://yoursay.suara.com/lifestyle/2019/01/23/153000/inilah-catcalling-musuh-semua-%09perempuan?page=all
https://yoursay.suara.com/lifestyle/2019/01/23/153000/inilah-catcalling-musuh-semua-%09perempuan?page=all

Catcalling cenderung memicu bahaya seperti trauma psikologis dan
emosi seperti ketakutan, karena perempuan yang di goda, di hina secara public
mengalami kerugian psikologis seperti perasaan terdegradasi, malu dan tidak
berdaya.'! Gerakan anti catcalling bermunculan di penjuru dunia dan banyak
korban mulai menceritakan hal tersebut, baik di media sosial ataupun dunia
nyata, dengan luapan emosi bercampur rasa takut.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia
belum adanya pengaturan tentang catcalling secara eksplisit, di beberapa
negara catcalling merupakan melanggar hukum, dan mengecam perilaku ini
ini.> Hal seperti ini bermuara kembali pada ketimpangan gender yang
diakibatkan oleh kuatnya garis patriarki di dalam masyarakat!®. Perempuan
diperlakukan sebagai objek. Perempuan juga mempunyai hak yang sama
dengan laki-laki untuk mewujudkan kebebasan berekspresi dalam kehidupan
kesehariannya, termasuk dalam hal berpakaian. Sering sekali wanita yang
berpakaian terbuka dianggap membuat laki-laki menggoda dan
mengomentarinya. Padahal, hubungan antara catcalling dengan stereotype

cara berpakaian wanita hanya sebuah alasan saja untuk dijadikan pembenar

oleh para catcaller.

1Chhun, B. “Catcalls : Protected Speech or Fighting Words”. T. Jefferson L.Rev.,
33, ISSN: 1090-5278,2010, him.290

12 Asni Harismi, Catcalling, pelecehan seksual yang belum banyak disadari orang,
diakses  dari  https://mww.sehatg.com/artikel/catcalling-pelecehan-seksual-yang-belum-
disadari-banyak-orang, pada tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 17.00.

13Muji Rahayu dan Herlin Agustin, “Representasi Kekerasan Seksual Terhadap
Perempuan Di Situs Berita Tirto.ld”, Kajian Jurnalisme, Vol 2, No 1, 2018, him.1117


https://www.sehatq.com/artikel/catcalling-pelecehan-seksual-yang-belum-disadari-banyak-orang
https://www.sehatq.com/artikel/catcalling-pelecehan-seksual-yang-belum-disadari-banyak-orang

Seiring kemajuan jaman dan perkembangan teknologi informasi maka
permasalahan terkait pelecehan di jalan (street harassment) mulai
meresahkan, dikarenakan oleh semakin banyak korban yang berani untuk
menceritakan hal ini ke publik, namun sangat disayangkan tidak diiringi
dengan instrumen hukum yang jelas dan sering diangap permasalahan sepele,
sedangkan banyak Negara lain yang telah mengatur atau mengecam perilaku
catcalling®®. Karena itu penting adanya aturan hukum yang jelas terhadap
catcalling ini. upaya yang dapat dilakukan oleh korban untuk merespon
catcalling, baik itu dengan cara menganggap bahwa yang dilakukan oleh
pelaku merupakan suatu tindakan ramah tamah, mendiamkan pelaku atau
melawan pelaku, korban tetap membayar mahal terhadap kondisi psikologinya
sendiri.

Merasakan kehidupan yang damai, hak untuk merasa aman dalam
beraktifitas, hak untuk merasa tentram membangun hidup dan kehidupan serta
bahagia lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keberadaan
catcalling ini penting untuk dihilangkan. Akan tetapi, Pelaku perbuatan
catcalling sampai saat ini masih sulit untuk dijerat keranah hukum selama
tidak melakukan kekerasan fisik terhadap korban, tetapi dalam hal ini perlu
adanya penekanan untuk menghentikan perbuatan catcalling dan menjerat

sekaligus menyadarkan pelaku catcalling, serta dengan memberikan

!%Rizal, Jangan Pernah Goda Cewek, 6 Negara ini akan Menghukummu, di akses dari
https://mwww.idntimes.com/news/world/rizal/jangan-pernah-goda-cewek-6-negara-ini-akan-
menghukummu, Pada tanggal 23 Februari 2021, Pukul 19.00


https://www.idntimes.com/news/world/rizal/jangan-pernah-goda-cewek-6-negara-ini-akan-menghukummu
https://www.idntimes.com/news/world/rizal/jangan-pernah-goda-cewek-6-negara-ini-akan-menghukummu

pemahaman tentang aturan hukum catcalling kepada publik, terutama korban
dapat membawa kasus ini guna mendapatkan keadilan bagi hak asasi masing-
masing korban?®.

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) mengatur perbuatan pelecehan
seksual atau disebut perbuatan cabul yg diatur dalam Buku Kedua tentang
Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan, Pasal 281 sampai dengan
Pasal 302. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur pada Pasal 289 sampai
dengan Pasal 296, yang berbunyi:

Pasal 281 KUHP
1. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilan di Muka Umum;
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain
yang hadir di situ bukan karena kehendaknya sendiri.
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 282 KUHP
“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka
umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar
kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan
atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda

tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya

BTauratiya, “Perbuatan Catcalling dalam Perspektif Hukum Positif”, EKSPOSE:
Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol 19, No. 01, Juni 2020, him. 3



dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-

terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau

menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara

paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu

lima ratus rupiah.”

Pasal 283 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda
paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan
untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau
memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan,
maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan hamil, kepada seorang
yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga,
bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda
atau alat itu telah diketahuinya.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan
yang melanggar kesusilaan dimuka orang.

Pasal 289 KUHP

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam

karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan

pidana penjara paling lama sembilan tahun.”



Kitab Undang Undang Pidana (KUHP) kita mengatur tentang pelecehan
seksual, tetapi belum mengatur tentang pelecehan secara verbal. Maka dari itu
penulis mengangkat judul “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku
Pelecehan secara Verbal (Catcalling) di Indonesia.”
. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah
yang akan menjadi obyek pembahasan adalah sebagai berikut
1. Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap perilaku pelecehan
secara verbal (catcalling) di Indonesia?
2. Apa faktor-faktor pendorong terjadinya pelecehan secara verbal
(catcalling) ?
3. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana terhadap perilaku pelecehan
secara verbal (catcalling) di masa yang akan datang?
. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah
1. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum pidana terhadap
perilaku pelecehan secara verbal (catcalling) di Indonesia
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya pelecehan secara
verbal (catcalling)
3. Untuk mengetahui Kebijakan Hukum Pidana terhadap perilaku pelecehan

secara verbal (catcalling) di masa yang akan datan
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan berbagai pihak, yaitu sebagai

berikut

1. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana
perspektif hukum pidana terhadap perilaku pelecehan secara verbal
(catcalling)

2. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman apa faktor-faktor pendorong
terjadinya Pelecehan secara verbal (catcalling)

3. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman bagaimana Kebijakan
Hukum Pidana terhadap perilaku pelecehan secara verbal (catcalling) di
masa yang akan datang

E. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian tesis ini agar tidak melebar dan menjadi tidak terarah topic
dan pembahasan penelitiannya, maka dibatasi dengan beberapa lingkup
penelitian. Terutama yang berkaitan dengan perspektif hukum pidana terhadap
perilaku pelecehan secara verbal (catcalling) di Indonesia menjadi landasan

utama dalam melakukan tujuan hukum mengenai pandangan hukum pidana di

Indonesia yang belum mengatur perilaku pelecehan secara verbal (catcalling)

dan bagaimana negara lain mengatur atau memberikan hukuman pada

perilaku ini, serta bagaimana Kebijakan hukum Pidana atau pengaturan dan
perlindungan korban pelecehan secara verbal (catcalling) di masa yang akan

datang.
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F. Kerangka Teori

1. Grand Theory
Teori Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap
orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang
lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu
keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana
suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu
tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya
ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan Kketertiban umum dari

masyarakat tersebut.®

Bicara mengenai teori keadilan, masih rendahnya kesetaraan dan
keadilan gender di Indonesia yang disebabkan oleh kuatnya tradisi dan
budaya masyarakat melagengkan Stereotype gender. Dimana sebagian
besar menganut sistem patriarki meletakkan kekuasaan laki-laki lebih
dominan dari pada perempuan. Misalnya stereotype perempuan bersolek
dengan menggunakan pakaian ketat dipahami untuk menarik lawan jenis.
Kemudian apabila terjadi kekerasan seksual secara fisik ataupun non fisik
(verbal), masyarakat cenderung menyalahkan korbannya. Ini merupakan

bentuk relasi yang tidak setara.

16 M. Agus Santoso, “Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum?,
Ctk kedua, Kencana, Jakarta, 2014, him. 85
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Dengan menggunakan teori ini, dapat membantu perpsektif hukum
pidana di Indonesia, bahwa sistem patriarki dan pandangan stereotype itu
salah dan tidak berkeadilan. Perempuan tidak pantas dianggap memiliki
kekuatan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dan perempuan tidak
pantas diberikan pelabelan negative yang umum diketahui antara lain

perempuan suka digoda,suka bersolek, tidak mandiri.t’
2. Teori Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia meliputi
nilai nilai Universal (universality), tak terbagi (indivisibility), saling
begantung (interdependent), dam saling terkait (interrelated).'8
Sementarara Rhona K.M Smith menambahkan prinsip lain yaitu
kesetaraan (equality), dan non diskriminasi (non-discrimination).*®
Adapun prinsip hak asasi yang lain adalah mengutamakan prinsip
martabat manusia (dignity) dan di Indonesia sendiri memberikan preseden
bahwa hak asasi manusia ada yang lebih penting yakni tanggung jawab
negara®®. Kesetaraan juga menjadi sebagai prasyarat mutlak dalam

negara demokrasi. Dimana kesetaraan dihadapan hukum itu yakni

17 Agnes sekar, Pengaruh Stereotype Terhadap Karier Perempuan, diakses dari
https://mww.google.co.id/amp/s/.agnessekar.wordpress.com/2008/11/25/pengaruh-stereotype-
terhadap-karier-perempuan-1/amp/. Pada tanggal 3 Agustus 2020, Pukul 09.17.

18 Manfred Nowak, “Introduction to The International Human Rights Regime,
Martinus Nijhoff Publisher”, Leiden, 2003. HIm 9

19 Rhona K.M Smith, “Textbook on International Human Rights, 2 nd edition,
Oxford University Press”, Oxford New York, 2005, Him 1
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kesetaraan dalam kesempatan, kesetaraan dalam akses pendidikan,
kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan
dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lainnya adalah hal yang
penting dalam pemenuhan hak asasi manusia?.

Prinsip nondiskriminasi juga merupakan prinsip yang penting dalam
hak asasi manusia. Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan
dimunculkannya indikator diskriminasi yaitu yang bebasis pada ras,
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau opini
lainnya, nasionalitas, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran dan
status lainnya.??

2. Middle Range Theory
1. Teori agresi adalah perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain
secara fisik maupun psikis. agresi itu tidak hanya bisa melalui fisik,

tapi bisa juga melalui non fisik .

Moore dan Fine (dalam koeswara 1988) menjelaskan agresi adalah

kekerasan secara fisik atau verbal terhadap individu lain atau terhadap

objek-objek.

21 Ipid.... him. 184
22 pasal 1 International Convention on the Elimination of All Form of Racial
Discrimination (CERD)
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Senada dengan pandangan di atas menurut Brigham mengatakan
bahwa agresivitas adalah tingkah laku yang bertujuan untuk menyakiti
orang yang tidak ingin disakiti, baik secara fisik maupun psikologis®® .

2. Social Control Theory
Teori control sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-
strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya
kepada penyesuaian atau kekuatan kepada aturan-aturan masyarakat®*
Teori kontrol sosial berusaha untuk menjelaskan kenakalan di
kalangan para remaja. Kenakalan di antara para remaja dikatakan
sebagai “deviasi primer”’, maksudnya bahwa setiap individu yang
melakukan®

a. Deviasi secara periodik/jarang-jarang.

b. Dilakukan tanpa organisir atau tanpa melakukan dengan
cara yang lihali.

c. Sipelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar.

d. Pada dasarnya hal yang dilakukan itu, wajib dipandang

sebagai devisi oleh yang berwajib.

2 Avin Fadilla Helmi dan Soedardjo, “beberapa perspektif perilaku agresi ”, Jurnal
Buletin Psikologi, Tahun VI, No. 2 Desember 1998.him. 10

2 GQyarifuddin Pettanasse, “Mengenal Kriminologi”, UNSRI, Palembang, 2013,
him.146

% Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2013.hIm.74
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3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "policy” (Inggris) atau
“politiek” (Belanda) . Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan
hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum
pidana”, yang dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana”
ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”,
“criminal law policy” atau “strafrechtspolitiek”.S

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada
hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya
penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan
bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula
dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

Teori ini membantu menjelaskan criminal policy atau
kebijakan criminal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan
memiliki tujuan akhir mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara
penal atau non penal. Dimana non penal atau jalur tanpa pidana
menyentuh sifat prefentif yaitu penanggulangan atau pencegahan dan
jalur penal atau jalur pidana dengan pertimbangan apakah efektif
dengan menggunakan jalur penal, dapat membuat pelaku catcalling
yang diberikan sanksi menjadi jera dan tidak akan mengulangi

perbuatan tersebut.
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3. Applied Theory
1. Teori Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut
sebagai  “toereken-baarheid”, “criminal reponsibilty”, atau
“criminal liability”. Pertanggungjawaban pidana disini di
maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di
pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan
yang di lakukanya itu® . Pertanggungjawaban pidana lahir dengan
diteruskannya celaan (verwijtbaarheid) yang objektif terhadap
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan
hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat
tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat di kenakan
tindak pidana karena perbuatannya. Dasar dari adanya tindak
pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya
pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa
pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai
kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan
seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang
menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang

mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak

%EY. Kanter, S.R Sianturi, “Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan
Penerapanya, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam,Jakarta,1996, him. 245
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pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh
karena perbuatannya?’.

Pendapat lain datang dari seorang ahli Menurut Van Hamel
kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) adalah suatu kondisi
kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan
lainnya yakni :

a. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri ;
b. Kesadaran bahwa tindakan tersebut dilarang secara sosial ;
c. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan itu:

Teori ini membantu menjelaskan apakah pelaku catcalling dapat
mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dasar
tindak pidana adalah asas legalitas dan dapat dipidananya pembuat tindak
pidana adalah asas kesalahan. Sedangkan saat ini di Indonesia belum
mengatur secara terperinci dan ekspilisit mengenai catcalling. Maka dari
itu teori ini akan membantu orang yang menjadi sasaran catcalling untuk
menemukan cara agar catcaller dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya dengan menggabungkan beberapa pasal di KUHP dan UU
NO 4 tahun 2008 tentang pornografi. Dengan harapan kedepan nanti

Indonesia dapat mengatur tentang catcalling ini di dalam KUHP.

27 Enny Nurbaningsih, “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2015, him. 33
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Sehingga pertanggungjawaban catcalling kedepan akan lebih jelas dan
pasti.

2. Teori Interpretasi
Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode
penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas
teks undang-undang, agar ruang lingkup kaedah dalam undang-undang
tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu?,
Tujuan interpretasi adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari
teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undangundang dapat
diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkrit yang dihadapi oleh
hakim.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai segala daya upaya yang di
lakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah, dan swasta
yang memiliki tujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan
pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada
sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, Hak setiap warga negara Indonesia untuk

28 Sudikno Mertokusumo, “Bab-bab Tentang Penemuan Hukum?”, Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 1993, him. 13
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memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam pasal 28 D ayat 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.2°

G. Kerangka Konseptual
a. Catcalling
Dalam kamus oxford, catcalling diterjemahkan sebagai siulan,

panggilan, dan komentar yang bersifat seksual atau sering disebut
pelecehan secara verbal. Terkadang dibarengi pula dengan tatapan yang
bersifat melecehkan yang membuat perempuan menjadi tidak nyaman.
Tidak hanya terjadi di jalan saja (street harassment) namun sering terjadi
juga di angkutan umum.

b. Catcaller
Orang-orang yang melakukan catcalling di tempat umum, dengan
panggilan,siulan, menggoda, dan komentar yang besifat seksual.

c. Budaya Patriarki
Penempatan laki-laki diatas perempuan menyebabkan terjadinya relasi
kuasa sehingga tidak tercapai kesetaraan gender. Budaya ini menciptakan

dimana laki-laki dianggap jantan apabila sudah melakukan catcalling.

2Kompas.com, Hakikat Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum, di akses
https://mww.kompas.com/skola/read/2020/12/17/145445369/hakikat-perlindungan-hukum-dan-
penegakan-hukum?page=all, pada tanggal 24 Februari 2021, Pukul 21.55


https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/145445369/hakikat-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/145445369/hakikat-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum?page=all
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d. Stereotip Gender
Pemberian label terhadap jenis kelamin tertentu. Lebih banyak kepada
perempuan, contohnya stereotip perempuan berdandan dengan tujuan
untuk membuat lawan jenisnya merasa tertarik kepadanya. Oleh karena
itu, pada kasus kekerasan dan pelecehan seksual sering disangkut pautkan
dengan stereotip ini, pihak perempuan sering sekali menjadi yang
disalahkan.
H. Metode Penelitian
Pada tahap ini yang perlu ditentukan adalah jenis penelitian, yang akan
digunakan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik
analisis bahan hukum®,:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum
normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang sudah tersedia.
2. Sumber Bahan Hukum Penelitian
a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah sumber pertama dimana sebuah data

dihasilkan3'.

30 Sanapiah Faisal, “Format-Format Penelitian Sosial”, Jakarta, Rajawali Pers,
2010, him 31.

31 Burhan Bungin, ”Metodologi Penelitian Sosial”, Surabaya, Airlangga University
Press, 2001, him 129.
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Adapun yang menjadi Bahan hukum primer berupa literature-literatur
yang berkaitan dengan penulisan yang akan diteliti, Bahan hukum Primer
yang digunakan penulis berupa buku, artikel, jurnal ilmiah, Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban , Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, dan sumber lain yang sudah
dipublikasikan.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan berupa pendapat yang
diambil untuk menjelaskan bahan primer.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan
pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan yang
dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus

Hukum, serta Internet.

32 Nyoman Kutha Ratna, “Metodologi Kajian Budaya dan llmu Sosial Humaniora
pada Umumnya”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, him 143.

33 Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta, Raja Grafindo
Persada, 1997, him.83
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3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan berupa studi
pustaka seperti literatur. Studi literatur melalui pengumpulan bahan hukum
dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti
literature media cetak, media elektronik dan sumber lain yang sudah
dipublikasikan.
4. Teknik Analisis Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis deskriptif
Kualitatif, dengan cara mengintrepretasikan bahan hukum menjadi tersusun
secara ringkas dan sistematis. Pada akhirnya hasil dari metode ini kemudian
diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan yang
menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.3
5. Teknik Penarikan Kesimpulan
Hasil analisis dari bahan hukum yang telah terkumpul ditarik kesimpulan
dengan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif, menguraikan hal-hal
yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuali

dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian.®

3% 1bid.
Ibid.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana, pemidanaan, dan Tujuan
Pemidanaan

1.Pengertian Tentang Pidana dan pemidanaan

Apabila kita ingin mencari apa itu pengertian hukum penitensier, maka
tidak akan pernah menemukan apa yang dimaksud dengan hukum penitensier
(penitentiar-recht). Hukum penitensier apabila diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia menjadi pidana dan pemidanaan. Kemudian dapat didefinisikan
bahwa yang dimaksud hukum penitensier adalah segala peraturan-peraturan
positif mengenai sistem hukum (strafstel) dan sistem tindakan
(maatregelstelsel)*®.
Istilah “hukuman” dan ‘dihukum” berasal dari kata bahasa Belanda yaitu
“straf” dan ‘“wordt gestraf” yang oleh Moelyatno merupakan istilah
konvensional. Oleh karena itu beliau tidak setuju dengan istilah itu, dan
menggunakan istilah inkonvensional yaitu “pidana” sebagai pengganti kata
“straf” dan “diancam pidana” untuk menggantikan kata “wordt gestraf”.
Moeljatno berpendapat bahwa kata ‘dihukum” berarti diterapi hukum yang
cakupannya tidak saja hukum pidana, tetapi termasuk pula bagi hukum

perdata. Dengan demikian, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan

% Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, “Hukum Pidana Fundamental”, UNSRI, Palembang,
2014, him. 267
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hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada “pidana” sebab mencakup

juga keputusan hakim dalam hukum perdata®’.

Sudarto berpendapat pula bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar

“hukum” yang dapat pula diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau

“penghukuman” yang mempunyai makna untuk suatu peristiwa tidak hanya

menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh

karena itu, pemakaian/penggunaan istilah “pidana” lebih baik dari pada

“hukuman”®,

Pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat sebagai berikut :%

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut harus menjunjung
tinggi harkat dan martabat manusia

2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar
sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia
mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha
penanggulangan kejahatan.

3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh
terhukum (pelaku) maupun oleh korban ataupun masyarakat.

Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun yang

banyak itu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan besar, yaitu:*°

37 Muladi dan Barda Nawawi, “Teori-teori dan Kebijakan Pidana”, Alumni, Bandung, 1998,
him. 1

38 Sudarto, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, Alumni, Bandung, 1981, him. 70-71

%M Sholehuddin, “Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System
dan Implementasinya”, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 59
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1.Teori absolut
Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari
penjatuhan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan
pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan pada hak
kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:
a. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut
subjektif dari pembalasan)
b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari
perasaan dendam di kalangan masyarakat
(sudut obyektif dari pembalasan)
Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar.
Akibat yang timbul, tiada lain adalah berupa suatu penderitaan baik fisik
maupun psikis, ialah perasaan tidak senang, sakit hati, marah, tidak puas,
terganggunya ketentraman batin. Untuk memuaskan atau menghilangkan
penderitaan seperti ini (sudut subyektif), kepada pelaku kejahtan harus
diberikan pembalasan yang setimpal (sudut obyektif), yakni berupa pidana

yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah dapat dikatan bahwa

157

40 Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1”, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, him.



26

teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan
keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.*
Ada beberapa macam pertimbangan tentang adanya keharusan untuk
diadakannya pembalasan itu, yaitu pertimbangan dari sudut ketuhanan,
pandangan dari sudut etika, pandangan alam pikiran dialektika, pandangan
aesthetica dari Herbart, pandangan dari Heymans, pandangan dari
Kranenburg.
2. Teorirelatif atau teori tujuan.

Teori ini berpokok dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata
tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib
masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu
mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu :

a. Bersifat menakut-nakuti (afchrikking)

b. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering)

c. Bersifat membinasakan (onschadelijk maken)
Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 (dua) macam yaitu:

a. Pencegahan umum (general preventie)

b. Pencegahan khusus (speciale preventie)

1 1bid, him. 158
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3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan
tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari
penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua)
golongan sebagai berikut:*?

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan
itu tidak boleh melampaui batas dar apa yang perlu dan cukup untuk
dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh
lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Penjatuhan pidana, Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan
tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan
ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan
“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan™. Hal itu
ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, yang menyatakan “Kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

“21bid, him. 166
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berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia.

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi
pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu
pidana pokok dan pidana tambahan.*® Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
(KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut:Pidana terdiri atas:*

a. Hukuman pokok ( hoofd straffen ) :

1. Pidana Mati

2. Pidana penjara

3. Pidana kurungan

4. Pidana denda

b. Hukuman tambahan ( bijkomende straffen ) :

1. Pencabutan hak — hak tertentu

2. Perampasan barang — barang tertentu

3. Pengumuman Putusan Hakim Pidana pokok adalah hukuman yang dapat
dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman — hukuman lain. Sedangakan
pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama —

sama dengan hukuman pokok.

43 M Najih, “Pengantar Hukum Indonesia”, Setara Press, Malang,2014, hlm.177
44pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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2. Tujuan Pemidanaan

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup
dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk
melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan
yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti
sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil
dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan
dalam hukum pidana“®®

Terdapat lima tujuan dari pemidanaan,*® yaitu:

1. Retribution (pembalasan) Teori retribution memandang bahwa
pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan
sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya
kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam
hokum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan
sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai
suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga
sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.*” Teori ini
bertujuan adanya kesamaan dan kesetaraan antara pemidanaan dan

kejahatan, sehingga pelaku harus kehilangan sesuatu sebagaimana yang

45 Zainal Abidin, “Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position
Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3”, ELSAM, Jakarta, 2005, him. 10

4 Muladi, “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”,UNDIP, Semarang,1995 hlm. 49-51

47 Zainal Abidin..... op.cit, him. 11.
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korban alami atau derita. Teori retribution membebankan dan
memberikan hukuman hanya berdasarkan “ganjaran”. Para pelaku.

2. Deterrence (pencegahan) Teori deterrence memandang bahwa pemidanaan
bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan
sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat
menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya,
yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan
bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

3. Rehabilitation
Tujuan asli dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan
mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang
produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa
individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika
didorong dan diberi dukungan. 8

4. Incapacitation (inkapasitasi/pelemahan) Pembenaran inkapasitasi sebagai
hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk
melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus. “Penjara”
telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi
kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati

perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan,

8 Matthew Lippman, “Contemporary Criminal Law: Concepts, cases, and Controversies”,
SAGE Publications,London, 2010, him. 55
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pada beberapa masyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan
amputasi tangan mereka.
5. Restoration

Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban
kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi
keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan
masyarakat dan untuk "membuat mereka utuh kembali." Pendekatan
keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan
dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk
mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu

dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.°

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana, dan Metode
Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum
(Rechtschepping)

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti
sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa).

Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban dengan

demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum

%9 1bid, hlm, 56
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pidana sehingga kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana®. Hal ini
menjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang,
diletakkan di dalam konsep atau dasar kepada terbukti tidaknya unsur-unsur
tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti
pula Kkesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti
pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana®..

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dibangun di atas
prinsip yang menyeimbangkan antara perbuatan dan pembuat (daad-dader
strafrecht). Keseimbangan perbuatan dan pembuat menggambarkan
keseimbangan kepentingan masyarakat yang terkandung dalam tindak pidana
dan kepentingan individu yang terwakili dalam pertanggungjawaban pidana.
kedua kepentingan tersebut harus dipenuhi sebagai syarat dijatuhkannya
pidana terhadap seseorang. Berbeda dengan tindak pidana yang menekankan
generalitas dan standar umum kemasyarakatan, pertanggungjawaban pidana
justru menunjuk kepada keadaan-keadaan tertentu dalam diri pembuat tindak
pidana.

George P. Fletcher menyatakan”... the attribution captures the idea of
bringing home the crime to offender and holding the offender responsible for
the crime”. Pertanggungjawaban pidana di landasi gagasan untuk

mengembalikan tindak pidana kepada pembuatnya dan

50 Sudarto, ” Hukum Pidana I, UNDIP, Semarang, 1991, him. 14
*1E.Y Kanter, S.R.Sianturi, “Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya, Cet
Iv”, Alumni Ahaem-Peteheam,Jakarta, 1996, him. 161



33

mempertanggungjawabkan pembuat atas tindak pidana yang dilakukan.
Dengan demikian, kepentingan masyarakat bukanlah satu-satunya
pertimbangan penjatuhan pidana. Diperlukan pertimbangan kepentingan
individu sehingga tercipta kepentingan yang seimbang dalam penjatuhan
pidana terhadap pembuat tindak pidana.

Sudarto menyatakan bahwa menurut beliau disini berlaku asas “tiada
pidana tanpa kesalahan” (keine strafe ohne schuld atau green straf zonder
schuld atau nulla poena sine culpa). “Culpa” disini dalam arti luas meliputi
juga kesengajaan®

Pertanggungjawaban pidana sebagai sebuah konsepsi berbeda dengan
syarat pertanggungjawaban pidana yang meliputi ketidakmampuan
bertangung jawab, kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Konsepsi
pertanggungjawaban pidana menandai pergeseran pandangan tentang
pertanggungjawaban pidana yang semula diidentikkan dengan mens rea.
Bahkan secara negatif, pertanggungjawaban pidana sering sekali dimaknai
dengan ketidakmampuan bertanggungjawab dan alasan pemaaf. Di celanya
pembuat tindak pidana bergantung kepada apakah pembuat dapat menghindari
terjadinya tindak pidana. Penilaian terhadap ketercelaan pembuat merupakan
salah satu bagian dari prinsip adjudikasi dalam pertanggungjawaban pidana
yang menjadi dasar dipidananya pembuat. Dengan kata lain,

pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang

52 Sudarto, “Hukum Pidana 11”?, UNDIP, Semarang,1998, him. 85
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ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi
syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu®3.

Konsepsi pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi dua aspek.
Pertama, aspek retroaktif terkait syarat-syarat faktual (conditioning facts)
yang mengetengahkan kewajiban hukum pembuat untuk
mempertanggungjawabkan tindak pidananya melalui proses peradilan yang
mempertemukan pembuat tindak pidana, penuntut umum dan hakim dengan
kepentingan yang berbeda-beda. Di satu sisi, penuntut umum mempunyai
kewenangan berdasarkan undang- undang untuk meminta
pertanggungjawaban dari pembuat atas tindak pidana yang dilakukannya. Di
sisi lain, undang-undang juga memberikan keleluasaan bagi pembuat untuk
membuktikan adanya keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan pembuat
tidak dapat menghindari tindak pidana.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar
dapat dipidananya pembuat atau pelaku tindak pidana adalah asas kesalahan.
Ini berarti pembuat tindak pidana atau pelaku tindak pidana hanya akan
dipidana jika ia mempunyai kesalahan = menyangkut masalah
pertanggungjawaban pidana®*. Dengan kata lain, orang yang melakukan suatu
perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan

pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

>3 Roeslan Saleh, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian
Dasar dalam Hukum Pidana”, Aksara Baru, Jakarta, 1983, him. 75
>4 Ibid, him.78
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apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat
menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan
orang tersebut.
2. Tinjauan Umum tentang Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding)
dan Penciptaan Hukum (Rechtschepping)
a. Penemuan Hukum (Rechtsvinding)

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau
petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum
terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit. Penemuan hukum dilakukan oleh
karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, hakim harus mencari
hukumnya dan harus menemukan hukumnya (rechtsvinding). Teori tentang
penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau
penafsiran terhadap undang-undang. Pada dasarnya setiap orang dapat
menemukan hukum, namun penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim
adalah hukum, sedangkan penemuan hukum yang dilakukan oleh orang
adalah doktrin, dalam ilmu hukum doktrin bukanlah hukum melainkan
sumber hukum.®

Dalam penemuan hukum dikenal adanya aliran progresif dan
aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat, bahwa hukum dan peradilan

merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran

>5 Sudikno Mertokusumo, “Bab-bab Tentang Penemuan Hukum?”, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1993, him.5
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konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk
mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain.>®

Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang
lengkap, bersifat statis, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat,
menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh hakim dengan menemukan
hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan atau
melengkapi Peraturan perundangundangan. Penemuan hukum oleh hakim
tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan
terhadap peristiwa konkret, tetapi juga menciptakan hukum dan membentuk
hukumnya sekaligus®’.

Kontruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan
undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum
yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat
kekosongan hukum (recht vacuum) atau kekosongan undang-undang (wet
vacuum). Untuk mengisi kekesongan undang-undang inilah, hakim
menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu
teks undangundang. Hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, namun
hakim tidak mengabaikan prinsip hukum sebagai suatu sistem.29 Metode
kontruksi hukum bertujuan agar putusan hakim dalam peristiwa konkret yang

ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan

%Sibid .
> Ahmad Rifai, “Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif”,
Sinar Grafika,Jakarta, 2010,him. 58
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kemanfaatan. Dalam metode kontruksi hukum, ada empat metode yang
digunakan oleh hakim pada saat penemuan hukum, yaitu: argumentum per
analogium (analogi), argumentum a contrario, penyempitan hukum, dan fiksi
hukum?®®,
Metode interpretasi hukum meliputi

1. interpretasi gramatikal atau penasiran Bahasa
Panafsiran Undang-undang menurut arti bahasa bertitik tolak pada arti
perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam
Undang-undang. Selanjutnya bahasa yang digunakan dalam menafsirkan
Undang-undang itu berarti mencoba menangkap arti teks menurut bunyi kata-
katanya®®

2. interpretasi historis undang-undang
penafsiran undang-undang menurut sejarah, substansinya adalah menelusuri
secara saksama dan cermat latar belakang terbentuk atau lahirnya sebuah
Undang-undang. Penafsiran menurut sejarah terbagi atas 2 (dua) macam yaitu:

I. penafsiran menurut sejarah undang-undang;

I1. penafsiran menurut sejarah hukum

58 |bid., hIm. 61
>Yudha Bhakti Ardiwisastra, “Penafsiran dan Konstruksi Hukum?”, Alumni, Bandung,
2000, him. 9,
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selain itu, sejarah undang-undang hendak dicari maksud ketentuan undang-
undang seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu
pembentukannya.
Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini, yaitu undang-undang adalah
kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam konteks undang-
undang atau yang lazim disebut penafsiran subjektif.®:

3. interpretasi sistematis
Penafsiran Sistematis adalah penafsiran beberapa pasal yang mempunyai
huruf dan bunyi yang diharapkan dapat menjelaskan mengenai hal yang
konkret. Kalimat-kalimat yang terpampang dalam rentetan kata-kata tersebut
tersusun secara sistematis dan apik. Selain itu, pasal-pasal yang terdapat
dalam undang-undang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya
atau menjelaskan antara pasal satu dengan yang lainnya. Menurut Sudikno
Mertokusumo, terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan
berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dan tidak ada
undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan
peraturan perundang-undangan®?.
Sejajalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo di atas, Chainur Arrasyid
mengungkapkan bahwa inti dari penafsiran sistemtis terhadap undang-undang,

yaitu setiap undang-undang tidak terlepas antara satu dengan lainnya, selalu

80 Chainur Arrasyid, “Dasar-dasar 1lmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, him. 158
%11bid., him. 90-91.
®2Sudikno Mertokusumo, op.cit. him. 157
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ada hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga seluruh
pertaturan perundang-undangan itu merupakan kesatuan tertutup, rapi, dan
teratur.®®
4. interpretasi sosiologis

penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang berintikan mencari maksud atau
tujuan pembuat undang-undang di dalam masyarakat. Menurut Chainur
Arrasyid, apabila suatu peraturan perundang-undangan telah ditetapkan pada
waktu pola kehidupan dan aliran-aliran yang berlainan dengan paham yang
ada dalam masyarakat yang ada saat ini, maka harus dilakukan penafsiran
sosiologis. Misalnya di Indonesia masih banyak peraturan yang berlaku yang
berasal dari zaman Kolonial Belanda, untuk menjalankan peraturan itu, hakim
dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat
sekarang. Sejalan dengan pemikiran penafsiran sosiologis, Achmad Ali
memberi contoh mengenai Pasal 362 KUH Pidana, yang bebunyi “Barang
siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang
lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, diancam
karena pencurian, dengan penjara paling lama 5 Tahun”... pada saat pasal
ini dibuat, para pembuat undang-undang belum berpikir akan munculnya
penggunaan listrik dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ketika terjadi
penyadapan dan penggunaan tenaga listrik, timbul persoalan, apakah listrik

termasuk “barang” seperti yang dimaksud oleh Pasal 362 KUHP? Kalau

3Chainur Arrasyid, op.cit., him. 89-90.
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termasuk, berarti penyadapannya termasuk dalam kualifikasi sebagai pencuri,
yaitu pencuri listrik”.%*
5. interpretasi komparatif dan futuristik

Penafsiran komparatif adalah penafsiran untuk membandingkan penjelasan
berdasarkan perbandingan hukum. Membandingkan hukum tersebut, untuk
mencari kejelasan mengenai ketentuan suatu undang-undang terutama bagi
hukum yang timbul dari perjanjian Internasional, karena dengan pelaksanaan
yang seragam direalisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian
Internasional sebagai hukum objektif atau kaidah hukum untuk beberapa
negara.®® Lain halnya penafsiran undang-undang secara futuristic atau metode
penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan
undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum
mempunyai kekuatan hukum. Penafsiran futuristic menjelaskan undang-
undang yang berlaku sekarang (ius constitutum) dengan berpedoman pada
undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (ius constituendum).
Misalnya suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses

pengundangan, tetapi yang sudah pasti akan diundangkan ( dugaan politis )°®

®4Achmad Ali, “Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra

Pratama, Jakarta, 1996, him. 172.

5Sudikno Mertokusumo, op.cit., him. 159
%Achmad Ali, op.cit., him. 175



41

6. interpretasi restriktif dan ekstensif
penafsiran undang-undang secara restriktif adalah suatu penafsiran undang-
undang yang dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit kata-kata
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh dapat
diungkapkan Pasal 666 KUHPer yang berbunyi “Setiap tetangga termasuk
penyewa dari pekarangan sebelahnya,” tetapi kalau dibatasi menjadi tidak
termasuk tetangga penyewa, ini berarti kita telah melakukan interpretasi
restriktif. Lain halnya penafsiran undang-undang secara ekstensif, yaitu
metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil
interpretasi grammatical. Contohnya, perkataam “menjual” da;am Pasal 1576
KUHPer ditafsirkan luas, yaitu bukan semata-mata hanya berarti jual-beli
saja, melainkan juga berarti “peralihan hak™.

7. interpretasi autentik,
penafsiran authentic adalah penafsiran yang dilakukan oleh pembuat undang-
undang. Dalam hal pembuat undang-undang telah menjelaskan secara rinci
beberapa pengertian atau istilah yang terdapat dalam suatu undang-undang.
Hal ini dapat dilihat dalam Bab 9 Buku ke 1 KUHP, disebutkan bahwa
pembuat undang-undang telah memberikan penjelasan secara resmi atau

authentic dari pengertian beberapa sebutan dalam KUHP, misalnya Pasal 97
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KUHP “yang disebut hari adalah wakt®’u selama dua puluh empat jam, yang
disebut bulan adalah waktu selama tiga puluh hari....”
8. interpretasi analogi dan a contrario

penafsiran undang-undang secara analagi adalah suatu penafsiran undang-
undang yang dilakukan dengan cara memberikan kias atau ibarat pada kata-
kata yang terdapat dalam undang-undang sesuai dengan asas hukumnya.
Dengan demikian, suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan,
lalu dianggap atau diibaratkan sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.
Misalnya, menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran
listrik. Lain halnya penafsiran undang-undang secara a contrario yaitu suatu
penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memberikan
perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa
yang diatur dalam undang-undang. Contoh Pasal 34 KUHPer menentukan
bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan menikah lagi sebelum lewat
tenggang waktu 90 hari setelah perceraian dari suami pertama. Berdasarkan
suatu penafsiran a contrario maka ketentuan ini tidak berlaku bagi seseorang

laki-laki, yaitu menunggu tenggang waktu tersebut untuk melakukan

perkawinan lagi setelah putusnya perkawinan pertama. 8

7Chainur Arrasyid, op.cit., him. 92-93

%8Bernard Arief Sidharta, “Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian
tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan llmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan
IImu Hukum Nasional Indonesia” Mandar Maju, Bandung, 1999, him. 167
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b. Penciptaan Hukum (Rechtschepping)

Hakim agung berperan sebagai pencipta hukum (rechtschepping)
apabila ia menganggap bahwa perkara yang disidangkan belum ada ketentuan
hukumnya. Oleh karena itu ia harus menggunakan metode penciptaan hukum
melalui metode konstruksi hukum. Metode konstruksi hukum, merupakan
suatu aktivitas yang dilakukan oleh hakim dalam penciptaan hukum
(rechtschepping) untuk mengisi kekosongan hukum. Perkembangan metode
konstruksi hukum oleh ahli hukum dimasukkan ke dalam penafsiran a
contrario dan analogi.

Dalam hal ini, Paul Scholten mengemukakan suatu konsep penciptaan
hukum (rechschapping) oleh hakim berdasarkan aliran sistem terbukanya
hukum. Konsep ini mengemukakan bahwa hukum bukanlah suatu sistem
hukum tertulis yang tidak boleh diubah sebelum badan pembuat undang-
undang mengubahnya, melainkan undang-undang dapat saja diubah
maknanya, meskipun tidak diubah  bunyi kata-katanya  untuk
menyesuaikannya dengan fakta konkret yang ada. Keterbukaan sistem hukum
yang berhubungan dengan persoalan kekosongan hukum ditemukan 2 (dua)

macam kekosongan, yaitu® :

8 Paul Scholten, “Struktur Ilmu Hukum (De Structuur Der Rechtswetenschap),
diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Alumni, Bandung, 2003, him.179-180
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I.  Kekosongan hukum

Kekosongan hukum terjadi jika hakim mengatakan bahwa ia menemukan
kekosongan hukum, sehingga ia tidak mengetahui bagaimana ia harus
memberi putusannya terhadap suatu perkara yang sedang digadapinya.
Sebagai contoh dapat diungkapkan sebagai berikut.

Ketika proses hukum Pebrianus Tibo cs disidangkan oleh hakim di Pengadilan
Negeri Palu, putusan pengadilan adalah hukuman mati. Tibo cs di vonis mati
Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Keputusan No. 459 Tanggal 5 April 2001
(Jo) Keputusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tanggal 17 Mei 2001 (jo)
Keputusan Mahkamah Agung No.122 Tanggal 11 Oktober 2001, dan
Peninjauan Kembali (PK) No. 72 Tanggal 31 Maret 2004. Mereka dinyatakan
terbukti melakukan kerja sama pembunuhan berencana, sengaja membakar,
dan menganiaya bersama-sama secara berlanjut di Poso pada tahun 2001. Usai
di vonis, Tibo cs juga sempat mengajukan grasi tetapi di tolak oleh Presiden.
Penolakan ini berdasarkan tidak cukup alasan dalam pemberian grasi,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 atay (1) UUD 1945,
dan Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang grasi. Hakim Agung dalam
hal ini, dapat membuat putusan bahwa hukuman mati untuk Pebrianus Tibo cs

adalah hukuman gantung. Hal ini, diputuskan berdasarkan pertimbangan
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hukum bahwa Pebrianus Tibo cs melakukan pembunuhan warga masyarakat
Islam berjumlah ratusan orang®
I1.  kekosongan dalam perundang-undangan.

Kekosongan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu hakim melakukan
konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan,
sehingga ia berperan sebagai pembuat undang-undang dan memberi
putusannya seperti halnya jika pembuat undang-undang itu akan memberikan
putusannya ketika menghadapi suatu kasus seperti itu. Seperi contoh, dapat di
ungkapkan bahwa hal-hal yang berkaitanurusan keagamaan di negara
Republik Indonesia diurusi oleh Departmen Agama RI. Departemen Agama
dipimpin oleh seorang Menteri yang disebut Menteri Agama. Oleh karena itu,
apabila Menteri Agama melakukan korupsi dana umat islam dan kemudian
upaya hukum kasus itu sampai ke Mahkamah Agung, maka Hakim Agung
yang menyidangkannya dapat menciptakan hukum, yaitu hukuman mati
berdasarkan berbagai pertimbangan, di antaranya adalah Menteri Agama yang
mengurusi urusan mental dan ibadah umat Islam yang ratusan juta di
Indonesia, tetapi perilakunya tidak pantas menjadi panutan.’

Berdasarkan kedua kekosongan hukum tersebut, Rudolph Von Jhering
mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) syarat utama untuk melakukan konstruksi

hukum, yaitu:

70Zainuddin Ali, “Hukum Perdata Islam” , Sinar Grafika, Jakarta, 2006, him. 89.
1bid., him.89.
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I.  materi hukum positif, konstruksi hukum positif harus
meliputi semua bidang hukum positif yang
bersangkutan;

Il. tidak boleh membantah dirinya sendiri, dalam
penciptaan  konstruksi hukum tidak boleh ada
pertentangan logis di dalamnya;

I11. faktor etis, konstruksi etis harus mengandung faktor
keindahan, yaitu konstruksi tidak merupakan sesuatu
yang dibuat-buat, melainkan konstruksi etis diinginkan,
dimana dalam belantara peraturan-peraturan itu muncul
kejelasan-kejelasan sehingga memberikan gambaran
yang jelas tentang suatu hal, dengan adanya gambaran
yang jelas terhadap suatu ha, maka dimungkinkan
penggabungan  berbagai  peraturan,  pembuatan
pengertian-pengertian baru, dan lain-lain"2

tujuan konstruksi hukum adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkret
dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari
keadilan. Keadilan menghendaki peristiwa yang sama di perlakukan sama,
hakim wajib mencarinya dengan jalan mencari kesamaan itu di dalam data
yang banyak dan melacak kesamaan jika hal itu belum dikenal ciri-

cirinya.

2Achmad Ali, op.cit., him.180-181.
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C. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dan

Kebijakan Hukum Pidana

1. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)
Prof Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan criminal,
yaitu: "

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi
dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak
hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

c. Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan
kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-
badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral
dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik
criminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam
menanggulangi kejahatan”.” Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel
yang merumuskan sebagai “the rational organization of the control of crime

by society”’™®. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel ini, G

73 Barda Nawawi, “Bahan Penataran Kriminologi Fakultas Hukum UNPAR”, Bandung, tgl
9-13 september 1991

74Sudarto, “Kapita Selekta Hukum Pidana™, Op.cit... hlm 113-114

5Sudarto, “Hukum dan Hukum Pidana”, Alumni, Bandung, 1981, him. 38
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Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “Criminal policy is the rational
organization of the reaction to crime”.
Berbagai definisi lainnya yang dikemukakan Peter Hoefnagels ialah
a. Criminal Policy is the science of responses
b. Criminal policy is the science of prevention
c. Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime
d. Criminal policy is a rational total of the response to crime
Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari
upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai
kesejahteraan masyarakat (social welfare), oleh karena itu dapat dikatakan
bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan
kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal
pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.
Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat
dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:
I. Penerapan hukum pidana (criminal law application).

I1. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);dan

G Peter Hoefnagels, “The other side of criminology”, Kluwer-Deventer,
Holland,1969,hIim.57



49

[11. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on
crime andpunishment)’”

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi
menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan
lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dengan demikian politik
kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya non
penal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non
penal/prevention without punishment. Melalui sarana non penal ini. Barda
Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan
dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam
upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “extra legal system” atau
“informal and traditional system” yang ada dalam masyarakat®

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka
perlu memperhatikan Kriteria umum sebagai berikut: "

a) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat

karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban

atau dapat mendatangkan korban.

’’Barda Nawawi, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, Kencana, Jakarta, 2014,

him. 45-46

’8lbid., hlm. 57.
Ibid., him. 31.
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b) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang
akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan
dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban,
pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib
hukum yang akan dicapai.
c) Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum
yang tidak seimbang atau nyatanyata tidak dapat diemban oleh
kemampuan yang dimilikinya.
d) Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita
bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.
Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan
dasar mengenai kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan
untuk mensejahterakan masyarakat (social welfare policy) dankebijakan
perlindungan masyarakat (social defence policy), sehingga dalam rangka
melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu
kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal
(criminal policy).
2. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “policy”
(inggris) atau “politiek” (belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka
istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik

hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini
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sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal
law policy”, atau “strafrechts politiek "%

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “modern criminal science” terdiri dari
tiga komponen “criminology”, “criminal law” dan “penal policy .5t
Dikemukakan olehnya, bahwa “penal policy ” adalah suatu ilmu sekaligus seni
yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan
peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih dan untuk memberi
pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada
para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari
politik hukum maupun dari politik criminal. Menurut Prof Sudarto, “Politik
Hukum” adalah :

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai
dengan keadaan dan situasi pada suatu saat®?

b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk
menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan
bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam

masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

&1hid., him.26

8Marc Ancel, “Social Defence, A modern Approach to Criminal Problems”, Routledge &
Kegan Paul, London, 1965, him.4-5

82Sudarto, “Hukum dan Hukum Pidana”, op.cit....hlm.159
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Bertolak dari pengertian demikian Prof Sudarto menyatakan bahwa
melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk
mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti
memenuhi syarat keadilan dan daya guna®. dalam kesempatan lain, beliau
menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti “usaha
mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan
keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan
datang.®*

Dengan demikian, dilihat dari sebagian dari politik hukum hukum,
maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau
membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.
Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “penal policy” dari Marc
Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang secara singkat
dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk
memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik™.

Menurut A Mulder, “Strafrechtspolitiek” ialah garis kebijakan untuk
menentukan®® :

a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu

diubah atau diperbarui

him.20

8Sudarto, “Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat”, Sinar Baru, Bandung, 1983,

841bid., hIm. 93 dan 109.
8 A Mulder, “Strafrechtspolitiek” Delikt en Delinkwent, Mei 1980, him. 333
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b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak
pidana
c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan
pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
Definisi Murder diatas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana”
menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang
terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :
I. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya
I. Suatu prosedur hukum pidana
I11. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)®

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang
baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan
kejahatan. Jadi kebijakan atau po